PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
i DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jin. Jend. Sudirman (Depan Lapangan Andi Djemma) Luwu, Sulawesi Selatan 91983
Pos-el :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU

NOMOR : 503/07/ TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LUWU

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko serta hasil evaluasi terhadap
penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik,
maka perlu di susun Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Luwu Nomor
503/07/DPMPTSP/1/2025 tentang Penetapan
Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Luwu;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
yang lebih optimal, efektif, dan berkualitas,
perlu menetapkan standar pelayanan yang
dapat menjadi dasar penilaian dan pengukuran
kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Luwu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud



Mengingat

pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Luwu tentang Standar
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Luwu;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4724,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun

2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855);

13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaen Luwu (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LUWU

Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini;

Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU
memuat komponen sebagai berikut;



KETIGA

KEEMPAT

dasar hukum;

persyaratan,;

sistem, mekanisme dan prosedur;
pengawasan internal;

jangka waktu pelayanan;

produk pelayanan;

penanganan pengaduan, saran dan masukan;

sarana dan prasarana pelayanan;
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kompetensi pelaksana;

10. jumlah pelaksana;

11.jaminan pelayanan;

12. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
13. evaluasi kinerja pelaksana;

14. waktu pelayanan;

: Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

sebagaimana trsebut dalam Diktum KESATU wajib
dilaksanakan dan sebagai dasar penyelenggaraan
perizinan dan non perizinan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di  : Belopa

Pada Tanggal : 15 Januari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU

TNTU. KABUPATEN LUWU
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